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Abstract: This study examines the constitutional basis of regional government authority in 

customary land designation, identifies legal challenges arising from the existing framework, 

and proposes a reconstructed authority model to enhance legal certainty and strengthen the 

protection of Indigenous Peoples. Employing normative legal research with statutory, 

conceptual, and case approaches, the study analyzes primary, secondary, and tertiary legal 

materials through qualitative legal analysis using grammatical, systematic, and teleological 

interpretation. The findings reveal that regional governments have constitutional legitimacy to 

recognize the existence of Indigenous Peoples but lack explicit attributed authority to designate 

customary land with binding legal consequences. This gap creates risks of ultra vires 

administrative actions, regulatory fragmentation, and weak legal protection. The study 

proposes a Collaborative Authority Model that separates regional authority to recognize 

Indigenous Peoples from the central government's authority to designate customary land 

through an integrated mechanism. This model promotes regulatory harmonization, legal 

certainty, and stronger constitutional protection of Indigenous customary land rights within 

Indonesia's decentralized governance system. 

 

Keyword: customary land; regional government; Indigenous Peoples; governmental authority; 

legal certainty.. 

 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan konstitusional kewenangan 

pemerintah daerah dalam penetapan tanah ulayat melalui peraturan daerah, mengidentifikasi 

problematika hukum yang timbul, serta merumuskan model rekonstruksi kewenangan yang 

mampu mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. 

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, 

dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi gramatikal, 

sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki 

legitimasi konstitusional untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, tetapi belum 

memiliki atribusi kewenangan yang tegas untuk menetapkan tanah ulayat yang menimbulkan 

https://dinastirev.org/JIHHP
https://doi.org/10.38035/jihhp.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


https://dinastirev.org/JIHHP,                                                                       Vol. 6, No. 6, 2026  

4629 | P a g e 

akibat hukum dalam sistem administrasi pertanahan nasional. Ketidakjelasan tersebut 

berpotensi menimbulkan tindakan yang melampaui kewenangan, tumpang tindih regulasi, serta 

lemahnya kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat. Penelitian ini menawarkan model 

kewenangan kolaboratif (collaborative authority model) yang membedakan kewenangan 

pengakuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah dengan kewenangan penetapan 

tanah ulayat melalui mekanisme terpadu bersama pemerintah pusat. Model tersebut diharapkan 

mampu memperkuat harmonisasi regulasi, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkuat 

perlindungan konstitusional terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. 

 

Kata Kunci: tanah ulayat; pemerintah daerah; masyarakat hukum adat; kewenangan; kepastian 

hukum. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan 

salah satu prinsip konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 18B ayat 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara 

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang (Swardhana & 

Jenvitchuwong, 2023). Ketentuan tersebut menempatkan masyarakat hukum adat sebagai 

subjek hukum yang memperoleh legitimasi konstitusional, termasuk dalam mempertahankan 

hubungan historis dan sosialnya dengan wilayah adat atau tanah ulayat. Bagi masyarakat 

hukum adat, tanah ulayat tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, melainkan juga sebagai 

ruang hidup yang memiliki nilai budaya, spiritual, dan identitas kolektif yang diwariskan secara 

turun-temurun. 

Meskipun telah memperoleh pengakuan dalam konstitusi, implementasi perlindungan 

terhadap tanah ulayat masih menghadapi berbagai persoalan hukum. Pengaturan mengenai 

tanah ulayat tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor 

berbeda, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, 

peraturan di bidang kehutanan, serta regulasi administrasi pertanahan. Fragmentasi pengaturan 

tersebut memunculkan perbedaan prosedur, standar pengakuan, serta pembagian kewenangan 

antarinstansi (Lubis et al., 2025). Akibatnya, proses penetapan tanah ulayat sering kali 

berlangsung lambat, menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan memicu sengketa antara 

masyarakat hukum adat, pemerintah, dan pihak swasta. 

Salah satu aspek yang menjadi perdebatan adalah kewenangan pemerintah daerah dalam 

menetapkan tanah ulayat melalui peraturan daerah. Pemerintah daerah memiliki fungsi 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah, termasuk 

membentuk peraturan daerah sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, 

urusan pertanahan merupakan salah satu bidang yang tetap berada dalam kerangka kebijakan 

nasional karena berkaitan dengan sistem administrasi pertanahan, pendaftaran tanah, dan 

pemberian hak atas tanah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Safitri, 2016). Kondisi 

tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah daerah dapat 

menggunakan peraturan daerah sebagai dasar hukum untuk menetapkan keberadaan tanah 

ulayat. 

Persoalan tersebut semakin kompleks karena belum terdapat batas yang tegas antara 

kewenangan pemerintah daerah dalam mengakui masyarakat hukum adat dan kewenangannya 

dalam menetapkan wilayah atau tanah ulayat. Pada praktiknya, sejumlah pemerintah daerah 

menerbitkan peraturan daerah yang memuat penetapan masyarakat hukum adat sekaligus 

wilayah adatnya, yang seringkali diperumit oleh tantangan tata kelola multilevel pemerintahan 
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(Jayuska et al., 2025). Sebagian daerah bahkan menetapkan peta wilayah ulayat sebagai 

lampiran peraturan daerah. Sementara itu, proses administrasi pertanahan nasional tetap 

mensyaratkan mekanisme lain yang melibatkan kementerian atau lembaga terkait. Perbedaan 

pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan dualisme pengakuan yang berdampak pada 

kepastian hukum atas status tanah ulayat, yang sangat bergantung pada mekanisme registrasi 

yang belum seragam (Yarsina et al., 2026). 

Persoalan hukum lainnya berkaitan dengan hubungan antara asas otonomi daerah dan 

prinsip negara kesatuan. Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai karakteristik daerah, termasuk memperhatikan 

keberadaan masyarakat hukum adat. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan 

tanpa memperhatikan pembagian urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan. Ketika pemerintah daerah menetapkan tanah ulayat melalui peraturan 

daerah tanpa landasan kewenangan yang jelas, muncul potensi terjadinya tindakan yang 

melampaui kewenangan dan berisiko menimbulkan konflik kewenangan dengan pemerintah 

pusat. 

Ketidakjelasan pembagian kewenangan tersebut juga berdampak terhadap efektivitas 

perlindungan hak masyarakat hukum adat. Di satu sisi, masyarakat adat membutuhkan 

pengakuan hukum yang memberikan kepastian atas wilayah ulayatnya sebagai dasar 

perlindungan terhadap penguasaan tanah oleh pihak lain (Widiyoko & Wiranto, 2024). Di sisi 

lain, pemerintah pusat berkepentingan menjaga kesatuan sistem administrasi pertanahan 

nasional agar setiap penetapan hak atas tanah memiliki standar yang seragam. 

Ketidaksinkronan kedua kepentingan tersebut sering menyebabkan masyarakat hukum adat 

telah memperoleh pengakuan melalui peraturan daerah, tetapi belum memperoleh kepastian 

dalam sistem administrasi pertanahan nasional. 

Permasalahan semakin nyata ketika tanah ulayat berada pada kawasan yang telah 

dibebani hak atas tanah, izin usaha, kawasan hutan, atau proyek strategis nasional. Dalam 

kondisi seperti itu, keberadaan peraturan daerah yang menetapkan tanah ulayat sering kali tidak 

cukup untuk menyelesaikan konflik hukum karena terdapat rezim hukum lain yang mengatur 

objek tanah yang sama (Lakuteru, 2025). Akibatnya, masyarakat hukum adat menghadapi 

kesulitan dalam mempertahankan haknya meskipun telah memperoleh pengakuan dari 

pemerintah daerah. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada 

pengakuan masyarakat hukum adat, tetapi juga pada kejelasan kewenangan lembaga yang 

berwenang menetapkan tanah ulayat dalam sistem hukum nasional. 

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya membahas pengakuan hak masyarakat hukum 

adat, perlindungan hak ulayat, atau implementasi otonomi daerah dalam pengelolaan sumber 

daya alam. Namun, pembahasan mengenai batas kewenangan pemerintah daerah dalam 

menetapkan tanah ulayat melalui peraturan daerah masih relatif terbatas (Jayuska et al., 2025). 

Kajian yang tersedia lebih banyak menitikberatkan pada aspek perlindungan hak masyarakat 

adat daripada menganalisis konstruksi kewenangan berdasarkan hukum administrasi negara 

dan hukum pemerintahan daerah. Padahal, kejelasan batas kewenangan merupakan faktor yang 

menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintahan dalam pembentukan peraturan 

daerah. Fragmentasi regulasi yang ada serta tumpang tindih kewenangan antarinstansi telah 

menyebabkan disharmoni dan ketidakpastian hukum, khususnya terkait pengakuan dan 

pengelolaan tanah ulayat (Malik et al., 2025; Swardhana & Jenvitchuwong, 2023; Widiatedja, 

2021). 

Kekosongan kajian tersebut penting untuk dianalisis karena kewenangan merupakan 

dasar legitimasi setiap tindakan pemerintahan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, 

setiap kewenangan harus bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat yang diberikan oleh 

peraturan perundang-undangan. Pertanyaan mengenai apakah pemerintah daerah memiliki 

kewenangan atribusi untuk menetapkan tanah ulayat melalui peraturan daerah, atau hanya 
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berwenang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, masih memerlukan analisis 

normatif yang komprehensif. Ambiguisitas kewenangan ini semakin diperparah oleh konflik 

regulasi antara otoritas provinsi dan kabupaten/kota serta kurangnya harmonisasi antara 

peraturan adat daerah dan undang-undang nasional (Jayuska et al., 2025). Jawaban atas 

persoalan tersebut akan memberikan kepastian mengenai batas kewenangan pemerintah daerah 

sekaligus memperjelas hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam 

penyelenggaraan administrasi pertanahan. 

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis 

kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan tanah ulayat melalui peraturan daerah dengan 

menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian diarahkan untuk mengkaji dasar 

kewenangan pemerintah daerah dalam perspektif hukum tata negara, hukum administrasi 

negara, hukum agraria, dan hukum pemerintahan daerah, sekaligus menelaah kesesuaian 

penggunaan peraturan daerah sebagai instrumen penetapan tanah ulayat dalam sistem hukum 

nasional. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual mengenai batas 

kewenangan pemerintah daerah serta menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan yang 

mampu menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat 

hukum adat. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang 

bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan tanah ulayat 

melalui peraturan daerah berdasarkan sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan 

meliputi statute approach, conceptual approach, dan case approach. Statute approach 

digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur 

masyarakat hukum adat, pemerintahan daerah, dan pertanahan, termasuk Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, serta berbagai peraturan pelaksana yang berkaitan 

dengan pengakuan masyarakat hukum adat dan tanah ulayat. Conceptual approach digunakan 

untuk mengkaji konsep kewenangan, otonomi daerah, pengakuan masyarakat hukum adat, dan 

kepastian hukum, sedangkan case approach dimanfaatkan untuk menganalisis putusan 

pengadilan yang memiliki relevansi terhadap pengakuan masyarakat hukum adat dan 

kewenangan pemerintah dalam penetapan tanah ulayat. 

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan 

putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh 

dari buku, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, serta hasil penelitian yang 

membahas hukum agraria, hukum administrasi negara, dan hukum pemerintahan daerah. 

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang 

mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis 

secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif melalui penafsiran 

gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai batas 

kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan tanah ulayat melalui peraturan daerah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Landasan Konstitusional dan Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam 

Penetapan Tanah Ulayat 

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan 

salah satu prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi melalui 

Pasal 18B ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan 
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bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta 

hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang (Fahmi & 

Armia, 2022). Norma tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum 

adat bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan mandat konstitusional yang mengikat 

seluruh penyelenggara negara, termasuk pemerintah daerah. Pengakuan tersebut juga menjadi 

dasar bagi perlindungan terhadap hak ulayat sebagai bagian dari hak tradisional yang melekat 

pada keberadaan masyarakat hukum adat (Inayah, 2012). 

Pengaturan mengenai tanah ulayat tidak hanya bersumber pada konstitusi, tetapi juga 

memperoleh legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. Pasal 3 UUPA mengakui keberadaan hak ulayat dan hak-hak serupa 

sepanjang menurut kenyataannya masih ada serta pelaksanaannya tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa serta ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Namun, ketidakharmonisan antara kebijakan publik sektoral dan prinsip 

UUPA terus memengaruhi tata kelola pertanahan, yang sering kali ditandai oleh tumpang tindih 

regulasi (Malik et al., 2025). Pengakuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum agraria 

nasional tidak menghapus eksistensi hukum adat, melainkan mengintegrasikannya ke dalam 

sistem hukum nasional. Hak ulayat tetap diakui sebagai institusi hukum adat, namun 

pelaksanaannya harus selaras dengan kepentingan nasional dan prinsip penyelenggaraan 

negara. 

Dalam perspektif hukum tata negara, pengakuan terhadap tanah ulayat tidak dapat 

dipisahkan dari konsep hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat UUD 

NRI Tahun 1945. Negara diberikan kewenangan untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Abdullah et 

al., 2019). Hak menguasai negara tidak dimaknai sebagai hak kepemilikan negara atas seluruh 

tanah, melainkan sebagai kewenangan publik untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan 

mengawasi pemanfaatan sumber daya agraria. Konsep tersebut mengharuskan negara menjaga 

keseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional, perlindungan hak masyarakat 

hukum adat, dan kepastian hukum dalam administrasi pertanahan. 

Pelaksanaan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melibatkan berbagai tingkatan 

pemerintahan sesuai prinsip desentralisasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas 

pembantuan. Pemerintah daerah memiliki fungsi mengatur urusan yang menjadi 

kewenangannya melalui pembentukan peraturan daerah sebagai instrumen hukum daerah, yang 

menunjukkan kemandirian daerah dalam mengelola tata kelola lokal (Widiarto et al., 2025). 

Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan 

yang memperhatikan karakteristik sosial, budaya, dan kearifan lokal, termasuk keberadaan 

masyarakat hukum adat di wilayahnya. 

Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah, 

kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Sistem pembagian urusan pemerintahan dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia membedakan secara tegas urusan absolut pemerintah 

pusat, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Bidang pertanahan pada dasarnya 

merupakan urusan yang penyelenggaraannya melibatkan pemerintah pusat melalui 

kementerian yang membidangi agraria dan tata ruang. Pemerintah daerah hanya menjalankan 

kewenangan tertentu yang telah didistribusikan melalui peraturan perundang-undangan. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan daerah mengenai tanah ulayat harus tetap 

berada dalam koridor sistem administrasi pertanahan nasional. 

Persoalan kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan tanah ulayat juga perlu 

dipahami melalui teori kewenangan dalam hukum administrasi negara. Kewenangan 
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pemerintahan pada prinsipnya hanya dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat 

(Abdullah et al., 2019). Atribusi merupakan pemberian kewenangan secara langsung oleh 

undang-undang kepada suatu organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan 

dari organ yang telah memiliki kewenangan kepada organ lain, sedangkan mandat merupakan 

pelimpahan pelaksanaan kewenangan tanpa mengalihkan tanggung jawab hukum (Inayah, 

2012). Berdasarkan teori tersebut, setiap tindakan pemerintah daerah harus memiliki dasar 

kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan (Setiabudhi et al., 2023). Tanpa 

dasar tersebut, tindakan pemerintahan berpotensi bertentangan dengan asas legalitas yang 

menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan (Inayah, 2012). 

Kedudukan peraturan daerah sebagai produk hukum daerah juga perlu ditempatkan 

dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah merupakan instrumen 

untuk melaksanakan otonomi daerah dan menjabarkan ketentuan peraturan yang lebih tinggi 

sesuai kebutuhan daerah. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa peraturan daerah tidak dapat 

menciptakan kewenangan baru yang tidak diberikan oleh undang-undang (Widiarto et al., 

2025). Apabila suatu undang-undang tidak memberikan atribusi kepada pemerintah daerah 

untuk menetapkan tanah ulayat yang mengikat secara hukum pertanahan nasional, maka 

penggunaan peraturan daerah sebagai dasar penetapan harus dikaji secara hati-hati agar tidak 

menimbulkan pertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan (lex 

superior derogat legi inferiori) maupun asas legalitas dalam hukum administrasi negara (Fahmi 

& Armia, 2022; Inayah, 2012). 

Di sisi lain, berbagai regulasi sektoral memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk 

berperan dalam proses identifikasi, verifikasi, dan pengakuan masyarakat hukum adat. 

Keterlibatan pemerintah daerah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pemerintah 

daerah lebih memahami kondisi sosial, budaya, sejarah, serta struktur kelembagaan masyarakat 

adat di wilayahnya (Jayuska et al., 2025). Pemerintah daerah memiliki akses yang lebih dekat 

terhadap data dan fakta empiris mengenai keberadaan masyarakat hukum adat sehingga 

berperan penting dalam proses inventarisasi dan verifikasi (Inayah, 2012). Akan tetapi, peran 

tersebut tidak secara otomatis berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh 

untuk menetapkan status hukum tanah ulayat yang berdampak terhadap sistem administrasi 

pertanahan nasional, karena sering kali terjadi tumpang tindih norma dan disharmoni regulasi 

yang memperlemah kedudukan hukum pengakuan tersebut (Malik et al., 2025; 

Triwahyuningsih et al., 2026; Widiatedja, 2021). 

Berdasarkan konstruksi konstitusi, hukum agraria, hukum administrasi negara, dan 

hukum pemerintahan daerah, dapat dipahami bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum 

adat merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara 

negara, termasuk pemerintah daerah. Akan tetapi, pelaksanaan kewajiban tersebut harus 

disesuaikan dengan pembagian kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan. Pemerintah daerah memiliki legitimasi untuk membentuk kebijakan daerah yang 

mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan memfasilitasi perlindungan hak-hak 

tradisionalnya, sedangkan penetapan tanah ulayat sebagai objek yang memiliki konsekuensi 

dalam sistem administrasi pertanahan nasional memerlukan landasan kewenangan yang tegas 

serta koordinasi dengan pemerintah pusat. Persoalan mengenai batas kewenangan inilah yang 

kemudian melahirkan berbagai perdebatan hukum dalam praktik penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

Problematika Hukum Penetapan Tanah Ulayat Melalui Peraturan Daerah 

Penetapan tanah ulayat melalui peraturan daerah masih menjadi titik krusial yang 

memicu perdebatan mendalam dalam hukum agraria dan tata kelola pemerintahan daerah di 

Indonesia. Perdebatan ini berpangkal pada ketidakjelasan kerangka normatif yang secara 

eksplisit memberikan kewenangan atribusi kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tanah 

ulayat sebagai objek hukum pertanahan nasional. Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki 
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kewajiban konstitusional untuk mengakui masyarakat hukum adat. Di sisi lain, administrasi 

pertanahan merupakan sistem unifikasi yang berada di bawah kendali pemerintah pusat, 

sehingga menciptakan ketegangan struktural antara semangat otonomi daerah dan kebutuhan 

akan kepastian hukum nasional. 

Persoalan pertama berkaitan dengan fundamentalitas dasar kewenangan. Prinsip legalitas 

dalam hukum administrasi negara secara ketat mensyaratkan bahwa setiap tindakan 

pemerintahan harus bersumber pada dasar kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-

undangan (Inayah, 2012). Hingga saat ini, ketiadaan ketentuan undang-undang yang secara 

tegas memberikan atribusi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tanah 

ulayat yang mengikat secara hukum pertanahan nasional menjadi celah krusial. Akibatnya, 

pembentukan Perda yang memuat penetapan tanah ulayat seringkali menempati wilayah abu-

abu yang rentan terhadap perbedaan penafsiran mengenai keabsahan kewenangan, yang 

berpotensi mencederai asas legalitas (Inayah, 2012; Setiabudhi et al., 2023). 

Persoalan kedua berkaitan dengan risiko tindakan ultra vires, yakni tindakan 

pemerintahan yang melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah daerah hanya dapat bertindak 

berdasarkan mekanisme atribusi, delegasi, atau tugas pembantuan (Inayah, 2012). Ketika 

pemerintah daerah menetapkan batas wilayah atau status hukum bidang tanah ulayat tanpa 

dasar kewenangan yang definitif, tindakan tersebut secara yuridis berisiko dikategorikan 

sebagai pelampauan kewenangan. Hal ini tidak hanya mengancam validitas produk hukum 

daerah, tetapi juga memicu potensi pengujian melalui mekanisme judicial review yang dapat 

membatalkan kebijakan tersebut. 

Problematika berikutnya diperburuk oleh fragmentasi regulasi sektoral di bidang agraria, 

kehutanan, pertambangan, dan tata ruang (Jayuska et al., 2025; Malik et al., 2025). Dalam 

praktiknya, sering terjadi tumpang tindih norma ketika suatu wilayah yang ditetapkan sebagai 

tanah ulayat oleh Perda ternyata tumpang tindih dengan izin sektor lain, seperti hak guna usaha 

atau proyek strategis nasional (Triwahyuningsih et al., 2026; Widiatedja, 2021). Disharmoni 

regulasi ini menyebabkan pelaksanaan Perda menjadi tidak efektif karena setiap sektor 

memiliki mekanisme administratif yang terfragmentasi, yang pada akhirnya memperlemah 

posisi hukum masyarakat adat di hadapan hukum negara (Malik et al., 2025; Widiatedja, 2021). 

Ketidakselarasan regulasi ini berdampak langsung terhadap kepastian hukum bagi 

masyarakat hukum adat. Pengakuan yang diberikan melalui Perda seringkali bersifat deklaratif 

dan tidak terintegrasi dengan sistem administrasi pertanahan nasional (Inayah, 2012). 

Akibatnya, masyarakat adat tetap menghadapi kerentanan hukum saat bersengketa dengan 

pemegang hak atas tanah atau instansi pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan 

normatif di tingkat daerah belum menghasilkan perlindungan hukum yang substantif jika tidak 

didukung oleh sinkronisasi dengan administrasi pertanahan nasional (Malik et al., 2025; 

Triwahyuningsih et al., 2026). 

Permasalahan juga diperparah dengan belum adanya standar nasional mengenai prosedur 

identifikasi dan penetapan tanah ulayat. Ketidakseragaman pendekatan antar daerah 

menyebabkan kualitas pembuktian dan verifikasi tanah ulayat menjadi variatif. Tanpa standar 

nasional yang rigid, tingkat kepastian hukum yang dihasilkan oleh masing-masing Perda 

menjadi tidak setara, yang justru berpotensi memicu sengketa baru ketika hasil penetapan diuji 

di hadapan hukum (Inayah, 2012; Jayuska et al., 2025). 

Persoalan ini juga menyentuh relasi antara otonomi daerah dan unifikasi hukum 

pertanahan nasional. Otonomi daerah memang memberikan ruang bagi daerah untuk 

mengakomodasi kearifan lokal (Widiarto et al., 2025). Namun, apabila setiap pemerintah 

daerah menerapkan standar sendiri dalam penetapan tanah ulayat, terdapat risiko fragmentasi 

hukum yang kontraproduktif terhadap tujuan unifikasi hukum pertanahan Indonesia. 

Fragmentasi ini justru mengurangi kepastian hukum yang seharusnya menjadi prasyarat utama 
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dalam pengelolaan sumber daya alam nasional (Triwahyuningsih et al., 2026; Widiatedja, 

2021). 

Secara substantif, isu utama bukan sekadar ada atau tidaknya Perda, melainkan pada 

efektivitas perlindungan hak masyarakat adat. Perlindungan yang efektif menuntut hubungan 

yang sinkron antara kebijakan pemerintah daerah dan kerangka administrasi pertanahan 

nasional. Tanpa adanya sinkronisasi dan landasan kewenangan yang tegas, Perda hanya akan 

menjadi instrumen hukum yang lemah dan tidak mampu memberikan perlindungan nyata bagi 

hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dalam jangka panjang (Fahmi & Armia, 2022; 

Malik et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi kebijakan yang mengintegrasikan 

mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsensus adat ke dalam sistem administrasi 

pertanahan yang lebih formal dan berkekuatan eksekutorial (Rahmat et al., 2024).  

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa problematika penetapan tanah ulayat 

melalui peraturan daerah tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum 

adat, tetapi lebih mendasar menyangkut konstruksi kewenangan dalam sistem pemerintahan 

Indonesia. Ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, disharmoni regulasi sektoral, serta belum adanya mekanisme nasional yang terintegrasi 

menjadi faktor utama yang menyebabkan penetapan tanah ulayat sering menimbulkan sengketa 

hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan kewenangan yang mampu 

menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor penting dalam proses pengakuan masyarakat 

hukum adat, tanpa mengesampingkan kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan 

administrasi pertanahan nasional. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghadirkan 

keseimbangan antara perlindungan hak masyarakat hukum adat, kepastian hukum, dan prinsip 

negara kesatuan. 

Rekonstruksi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Tanah Ulayat Berbasis 

Kepastian Hukum dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat 

Permasalahan kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan tanah ulayat 

menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku saat ini belum mampu menghadirkan kepastian 

hukum bagi masyarakat hukum adat maupun bagi penyelenggara pemerintahan. Kondisi ini 

menciptakan apa yang disebut sebagai paradoks struktural dalam desentralisasi, di mana 

fragmentasi regulasi dan tumpang tindih kewenangan justru memperlemah perlindungan hak 

masyarakat adat (Triwahyuningsih et al., 2026). Di satu sisi, pemerintah daerah dituntut untuk 

memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai amanat konstitusi. Di sisi 

lain, kewenangan dalam bidang administrasi pertanahan tetap berada dalam kerangka 

kebijakan nasional yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut memerlukan 

rekonstruksi kewenangan yang tidak hanya memperjelas pembagian tugas antarlembaga, tetapi 

juga mampu mengintegrasikan perlindungan masyarakat hukum adat dengan sistem 

administrasi pertanahan nasional untuk mengatasi protection deficit yang masih terjadi dalam 

tata kelola sumber daya alam (Karso, 2025). 

Rekonstruksi kewenangan perlu diawali dengan penegasan mengenai perbedaan 

konseptual antara pengakuan masyarakat hukum adat dan penetapan tanah ulayat. Pengakuan 

masyarakat hukum adat merupakan tindakan hukum publik yang bertujuan memastikan 

keberadaan suatu komunitas adat beserta kelembagaan, hukum adat, dan hak-hak 

tradisionalnya. Penetapan tanah ulayat memiliki konsekuensi yang lebih luas karena berkaitan 

dengan penentuan objek pertanahan yang berdampak terhadap administrasi hak atas tanah, tata 

ruang, investasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Perbedaan karakter tersebut menunjukkan 

bahwa kedua tindakan hukum tersebut tidak sepatutnya diposisikan sebagai kewenangan yang 

identik. 

Dalam konstruksi kewenangan yang direkonstruksi, pemerintah daerah seharusnya 

diberikan kewenangan yang kuat untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan pengakuan 

terhadap masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah. Pemerintah daerah merupakan 
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institusi yang paling dekat dengan kondisi sosial masyarakat sehingga memiliki kemampuan 

untuk melakukan penilaian terhadap keberadaan masyarakat hukum adat berdasarkan sejarah, 

struktur kelembagaan, wilayah adat, norma hukum adat, dan praktik kehidupan masyarakat. 

Kewenangan tersebut merupakan implementasi prinsip desentralisasi yang memberikan ruang 

bagi daerah untuk mengakomodasi keragaman sosial dan budaya sesuai karakteristik masing-

masing wilayah (Widiarto et al., 2025). 

Sebaliknya, penetapan tanah ulayat sebagai objek yang memiliki akibat hukum dalam 

sistem administrasi pertanahan nasional perlu dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan 

pemerintah pusat, khususnya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang agraria dan tata ruang. Keterlibatan pemerintah pusat diperlukan untuk menjamin 

keseragaman standar administrasi pertanahan, mencegah terjadinya tumpang tindih hak atas 

tanah, serta memastikan bahwa tanah ulayat yang ditetapkan telah melalui proses verifikasi 

terhadap status kawasan hutan, tata ruang, hak atas tanah yang telah terdaftar, maupun izin 

pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Mekanisme tersebut juga akan memperkuat legitimasi 

hukum terhadap tanah ulayat yang telah diakui. 

Model kewenangan yang bersifat kolaboratif lebih sesuai diterapkan dibandingkan model 

kewenangan yang sepenuhnya terpusat maupun sepenuhnya didesentralisasikan, sebagaimana 

terlihat dalam praktik tata kelola pertanahan yang menekankan kemitraan lintas sektor untuk 

mengoptimalkan perlindungan hak (Febrina et al., 2021; Puri et al., 2024). Pemerintah daerah 

berperan sebagai pelaksana identifikasi, inventarisasi, penelitian, dan pengakuan masyarakat 

hukum adat berdasarkan kondisi empiris di daerah. Pemerintah pusat berperan melakukan 

validasi terhadap aspek administrasi pertanahan serta menetapkan akibat hukum yang berkaitan 

dengan sistem pendaftaran tanah nasional. Pembagian fungsi tersebut menciptakan hubungan 

kerja yang saling melengkapi tanpa mengurangi prinsip otonomi daerah maupun kewenangan 

konstitusional pemerintah pusat dalam mengatur pertanahan. 

Rekonstruksi kewenangan juga memerlukan penyempurnaan regulasi yang mengatur 

prosedur penetapan tanah ulayat. Selama ini berbagai daerah menggunakan mekanisme yang 

berbeda karena belum terdapat standar nasional yang mengikat, yang menyebabkan 

fragmentasi kebijakan dan ketidakpastian hukum (Jayuska et al., 2025). Kondisi tersebut 

menyebabkan kualitas verifikasi dan pembuktian keberadaan tanah ulayat tidak seragam. Oleh 

sebab itu, diperlukan pengaturan yang menetapkan tahapan identifikasi masyarakat hukum 

adat, pemetaan partisipatif wilayah adat, verifikasi yuridis dan teknis, konsultasi publik, 

penyelesaian keberatan, hingga penetapan akhir yang terintegrasi dengan sistem administrasi 

pertanahan nasional. Standar prosedural yang terpadu ini sangat penting untuk meningkatkan 

transparansi sekaligus mengurangi potensi sengketa pada masa mendatang (Karso, 2025). 

Penguatan koordinasi antarlembaga juga menjadi bagian penting dalam rekonstruksi 

kewenangan. Penetapan tanah ulayat tidak hanya berkaitan dengan pemerintah daerah dan 

kementerian yang membidangi agraria, tetapi juga melibatkan instansi yang mengelola 

kawasan hutan, lingkungan hidup, tata ruang, investasi, dan pembangunan daerah. Koordinasi 

tersebut perlu diwujudkan melalui mekanisme kelembagaan yang memungkinkan pertukaran 

data, sinkronisasi peta, dan penyelesaian perbedaan informasi secara terpadu. Integrasi 

kelembagaan akan mengurangi konflik kewenangan sekaligus mempercepat proses pengakuan 

dan perlindungan hak masyarakat hukum adat (Jayuska et al., 2025). 

Dari perspektif kepastian hukum, rekonstruksi kewenangan harus mampu memberikan 

kejelasan mengenai akibat hukum dari setiap tindakan pemerintahan. Pengakuan masyarakat 

hukum adat melalui peraturan daerah perlu diposisikan sebagai dasar hukum untuk memulai 

proses penetapan tanah ulayat, bukan sebagai instrumen yang secara langsung menciptakan 

status hukum objek pertanahan. Penetapan tanah ulayat yang telah melalui proses verifikasi 

nasional selanjutnya harus diintegrasikan ke dalam sistem administrasi pertanahan, termasuk 

melalui kerangka pendaftaran tanah yang mencatat hak ulayat secara formal, sehingga 
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memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan dasar perlindungan terhadap masyarakat 

hukum adat maupun pihak lain yang berkepentingan (Karso, 2025). Pendekatan tersebut 

menciptakan hubungan yang harmonis antara pengakuan konstitusional, otonomi daerah, dan 

prinsip unifikasi hukum pertanahan (Widiarto et al., 2025). 

Rekonstruksi kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan tanah ulayat pada 

akhirnya diarahkan untuk membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat hukum adat tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan negara kesatuan. 

Pemerintah daerah tetap memiliki peran strategis sebagai institusi yang mengenali realitas 

sosial masyarakat adat, sedangkan pemerintah pusat menjamin konsistensi administrasi 

pertanahan pada tingkat nasional. Pembagian kewenangan yang jelas, prosedur yang 

terstandarisasi, dan koordinasi antarlembaga akan menghasilkan mekanisme pengakuan tanah 

ulayat yang lebih efektif, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, 

serta memperkuat perlindungan konstitusional terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam 

sistem hukum Indonesia. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan 

tanah ulayat melalui peraturan daerah masih menghadapi persoalan normatif yang bersumber 

dari belum sinkronnya pengaturan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat dengan sistem 

administrasi pertanahan nasional. Meskipun Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap keberadaan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, pengaturan pada tingkat undang-

undang belum memberikan atribusi kewenangan yang tegas kepada pemerintah daerah untuk 

menetapkan tanah ulayat yang memiliki akibat hukum dalam sistem pertanahan nasional. 

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai batas kewenangan pemerintah daerah, 

membuka peluang terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah pusat, serta 

mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat. 

Penelitian ini menawarkan rekonstruksi kewenangan melalui model kewenangan 

kolaboratif (collaborative authority model) yang membedakan secara tegas antara kewenangan 

pengakuan masyarakat hukum adat dan kewenangan penetapan tanah ulayat. Pemerintah 

daerah diposisikan sebagai institusi yang berwenang melakukan identifikasi, verifikasi, dan 

pengakuan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah berdasarkan karakteristik sosial, 

sejarah, dan kelembagaan adat di daerah. Penetapan tanah ulayat sebagai objek yang memiliki 

konsekuensi dalam sistem administrasi pertanahan nasional dilakukan melalui mekanisme 

terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, khususnya kementerian yang menyelenggarakan 

urusan agraria, dengan dukungan koordinasi lintas sektor. Model ini memperkuat kepastian 

hukum, mengurangi konflik kewenangan, menjaga prinsip unifikasi hukum pertanahan, 

sekaligus mempertahankan ruang otonomi daerah dalam melindungi hak-hak masyarakat 

hukum adat. 

Pemerintah perlu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur 

masyarakat hukum adat, pemerintahan daerah, dan administrasi pertanahan melalui 

pembentukan norma yang secara tegas mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah dalam proses pengakuan dan penetapan tanah ulayat. Standar 

nasional mengenai identifikasi, pemetaan partisipatif, verifikasi, validasi, dan penetapan tanah 

ulayat juga perlu disusun agar terdapat keseragaman prosedur di seluruh daerah serta 

mengurangi potensi sengketa akibat perbedaan praktik antarwilayah. Penguatan sistem 

koordinasi antarlembaga, termasuk integrasi data pertanahan, kawasan hutan, dan tata ruang, 

menjadi prasyarat penting untuk menghasilkan perlindungan hukum yang efektif bagi 

masyarakat hukum adat. 
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Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian empiris mengenai 

implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengakuan masyarakat hukum adat di 

berbagai provinsi serta menguji efektivitas model kewenangan kolaboratif yang ditawarkan 

dalam penelitian ini. Pendekatan komparatif dengan negara-negara yang telah 

mengembangkan mekanisme pengakuan wilayah adat, seperti Kanada, Selandia Baru, atau 

Filipina, juga berpotensi memperkaya pengembangan konsep pembagian kewenangan dalam 

tata kelola tanah adat. Kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan model regulasi yang 

lebih adaptif terhadap dinamika desentralisasi sekaligus memperkuat perlindungan hak 

masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional. 
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